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ABSTRAK 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusan Perkara Nomor 

18/KPPUI/2018 menyatakan bahwwa terdapat pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pelelangan Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa 

Provinsi Sumut. Pengadilan Negeri Medan pada Putusan Nomor 

681/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN-Mdn pada salah putusannya menguatkan putusan KPPU. 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisa bagaimana penentuan 

kemenangan tender proyek pembangunan jalan akses bandara Sibisa Sumatera Utara 

dan Apakah putusan tentang persekongkolan tender proyek pembangungan jalan akses 

bandara Sibisa Sumatera Utara sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tipe penelitian 

yang dipilih penulis ialah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif 

dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan 

menggunakan cara penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah dalam proses penentuan kemenangan tender proyek pembangunan jalan 

akses bandara Sibisa Sumatera Utara.  

 

Kata Kunci : Persekongkolan, KPPU, Tender 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Dalam proses pelaksanaan penawaran tender, tujuan yang ingin dicapai adalah 

memberikan kesepakatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga 

menghasilkan harga terendah dengan output terbaik dan efektif. Harga yang murah 

bukan sekedar ukuran keberhasilan pembelian barang dan/atau jasa. Melalui 

mekanisme penawaran tender, sedapat mungkin menghindari peluang terjadinya 

kolusi antara pesaing, penawar dan panitia penyelenggara lelang. Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus menerapkan prinsip efisien, efektif, 

transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.  

Dari data kasus yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU), persekongkolan tender menempati urutan teratas. Salah satu perkara 
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persekongkokolan tender yang terjadi yaitu persekongkolan dalam tender 

pembangunan jalan akses Bandara Sibisa satuan kerja pelaksanaan jalan Nasional 

Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 dengan nilai Harga 

Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 34.975.600.000, - (tiga puluh empat miliar sembilan 

ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan sumber dana berasal dari 

APBN Tahun Anggaran 2018. Adanya keterkaitan mengenai afiliasi dalam 

persekongkolan tender yaitu para pemenangnya ada hubungan kerabat dan salah 

satu komisarisnya pernah menjabat menjadi direksi pada perusahaan pemenang 

lain. Pada dasarnya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih 

lanjut mengenai pihak terafiliasi dalam persekongkolan tender. Dalam kasus 

tersebut perilaku kelompok kerja (Pokja) yang mentoleransi kesalahan tender 

kepada 2 (dua) pemenang tersebut tetapi tidak mentoleransi kesalahan tender yang 

dilakukan perusahaan lain. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul Persekongkolan Tender Proyek 

Pembangunan Jalan akses Bandara Sibisa Sumatera Utara Berdasarkan 

Hukum Persaingan Usaha. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dirumuskan dalam latar belakang, maka dalam 

penelitian ini dirumuskan pokok permasalahansebagai berikut: 

a. Bagaimana penentuan pemenangan tender proyek pembangunan jalan akses 

bandara Sibisa Sumatera Utara? 

b. Apakah perbuatan para pihak terkait dalam Putusan Nomor 

681/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN-Mdn) telah memenuhi unsur Pasal 22 UU Nomor 

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat? 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian uraian mengenai cara yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan. Metode ini meliputi penjelasan mengenai tipe penelitian, sifat penelitian, 

sumber data, cara pengolahan data, analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan.
1
 

Adapun dalam penyusunan karya tulis ini, metode penelitian yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan 

perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Fokusnya bukan pada peraturan 

perundang-undangan dari sudut teknis penyusunannya, melainkan pengertian-

pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-

undangan yang akan diteliti”  Jadi, penelitian terhadap sistematika hukum 

merupakan penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian 

pokok/dasar dalam hukum, yang objeknya meliputi subjek hukum, hak dan 

kewajiban, hubungan hukum, objek hukum atau peristiwa hukum dalam peraturan 

perundang-undangan. Dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara 

rinci dan sistematis tentang hukum persaingan usaha terkait dengan permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penentuan kemenangan tender 

                                                             
1
 Buku Pedoman Penyusunan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, (Jakarta : Universitas 

Trisakti, 2011) hal.24. 
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proyek pembangunan jalan akses bandara Sibisa Sumatera Utara dan apakah 

putusan tentang persekongkolan tender sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. 

2. Sifat Penelitian   

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang lengkap tentang keadaan 

hukum yang berlaku di suatu tempat  atau dalam kaitannya dengan fenomena 

hukum yang ada, atau  peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam komunitas. 

3. Sumber Data  

Berdasarkan jenis data dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian 

“Persekongkolan Tender Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa 

Sumatera Utara Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha” yaitu data sekunder, data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan 

melalui studi kepustakaan yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, dan lainnya. 

a. Bahan hukum primer, khususnya dokumen yang mengikat, diantaranya norma 

atau aturan dasar, ketentuan perundang-undangan dan pertukaran dokumen 

hukum dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat. 

Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi Larangan Persekongkolan Dalam Tender. 

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum 

primer.  Yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum 

yang termuat dalam platform online. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu dokumen yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain. 

3. Cara Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi 

pustaka. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi untuk 

mendukung data yang penulis miliki tentang undang-undang, peraturan, dan 

dokumen hukum yang berkaitan erat dengan penelitian, termasuk termasuk karya 

ilmiah dan hasil penelitian. 

4. Analisis Data 

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan maka data dan informasi yang 

diperoleh, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu pernyataan yang 

diungkapkan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang 

sebenarnya. 

5. Cara Penarikan Kesimpulan  

Penyusunan kesimpulan yaitu menggunakan penarikan kesimpulan secara 

deduktif, dimana pemikiran bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara 

khusus. Analisa data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh 

dari studi kepustakaan mengenai teori konsep persengkongkolan tenderdan 

peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Persekongkolan Dalam Tender serta menghubungkannya dengan putusan yang 

membahas permasalahan persengkongkolan tender untuk kemudian diambil 

kesimpulan. 
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PERSEKONGKOLAN TENDER PROYEK PEMBANGUNAN JALAN AKSES 

BANDARA SIBISA SUMATERA UTARA 

 

Gambaran Persekongkolan Tender Proyek Pembangunan Jalan Akses Bandara 

Sibisa Sumatera Utara, Pembangunan Bandara Sibisa di Kabupaten Toba, Provinsi 

Sumatera Utara ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu 

proyek strategis nasional. Pembangunan bandara tersebut bertujuan guna menjadi unit 

pendukung bagi pengembangan pariwisata di Danau Toba. Kepala Unit Penyelenggara 

Bandar Udara (UPBU) FL Tobing Kapten Iwan Kurniawan melalui Kaur TU Bill 

Akbar mengatakan bahwa Bandara Sibisa ditarget pada tahun 2023 sudah dapat didarati 

pesawat jenis jet atau ATR. Proses pembangunan Bandara Sibisa sebenarnya telah 

dimulai sejak tahun 2017, di mana Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara dan 

Kementerian Perhubungan RI sudah menggelontorkan anggaran hingga Rp 30 miliar 

lebih untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Pada awal proses pembangunan 

Bandara Sibisa, pemerintah telah memutuskan untuk mengucurkan anggaran sebesar 

Rp 438 miliar selama periode tahun 2017 hingga 2018 untuk membenahi infrastruktur 

dasar di kawasan wisata Danau Toba. Tujuan dari pembenahan kawasan wisata Danau 

Toba itu adalah guna memperoleh kunjungan wisatawan sebanyak 1 juta orang pada 

tahun 2019. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan 

Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengungkapkan, dari sisi 

pengembangan infrastruktur dasar sesuai dengan perencanaan yang telah disusun 

BPIW, masing-masing direktorat di Kementerian PUPR memiliki tugas dan fungsi 

masing-masing. Berdasarkan jumlah anggaran tersebut, pihak Ditjen Bina Marga 

mendapatkan dana sebesar Rp 147 miliar, selanjutnya anggaran terbesar jatuh pada 

Ditjen Cipta Karya sebesar Rp179 miliar, dan Sumber Daya Air sebesar Rp110 miliar. 

Fokus dari Ditjen Bina Marga pada kerangka pembangunan kawasan wisata Danau 

Toba meliputi pembangunan jalan akses Bandara Silangit dan Sibisa, pembangunan 

Jembatan Tano Ponggol, serta pembangunan 360 km jalan lingkar luar Danau Toba, 

dan 125 km jalan lingkar Pulau Samosir. Sementara itu, Ditjen Cipta Karya dan SDA 

memegang proyek utama yang berupa pelebaran Selat Tano Ponggol di Kabupaten 

Samosir, serta penataan pemukiman dan penyediaan infrastruktur dasar, seperti air 

bersih dan pengelolaan limbah, hingga penataan pemukiman masyarakat sekitar. Selain 

itu, pemerintah juga akan mengembangkan pembangunan kawasan bagian utara Danau 

Toba sebagai alternatif pusat pertumbuhan pariwisata, pengembangan akses Bandara 

Silangit dan Sibisa sebagai dua bandara terdekat Danau Toba, pembangunan jaringan 

jalan tol trans Sumatera yang melewati wilayah sekitar Danau Toba, serta peningkatan 

kualitas jalan raya nasional. 

Pada proses pelaksanaan salah satu tender dari beberapa kerangka pembangunan 

kawasan wisata Danau Toba terdapat isu persekongkolan tender, yaitu pada 

pelaksanaan tender proyek pembangunan jalan akses Bandara Sibisa. Tender 

pembangunan jalan akses Bandara Sibisa adalah proyek satuan kerja (satker) 

pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan sumber dana 

berasal dari APBN Tahun Anggaran 2018 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

sebesar Rp 34.975.600.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima 

juta enam ratus ribu rupiah). KPPU pun menggelar beberapa sidang berkaitan dengan 

isu persekongkolan tender pada proyek tersebut. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan penyelidikan tim investigasi yang dibentuk oleh KPPU, ditemukannya 

bukti bahwa pada proses penentuan pemenangan tender Pembangunan Jalan Akses 

Bandara Sibisa ditemukan berbagai unsur pelanggaran yang dilakukan oleh POKJA 

untuk memenangkan PT. Mitha Sarana Niaga yang ditetapkan sebagai pemenang utama 

dan PT. Razasa Karya sebagai pemenang Cadangan. Bukti persekongkolan yang 

dilakukan oleh POKJA untuk memenangkan PT. Mitha Sarana Niaga dan PT. Razasa 

Karya  

Merujuk pada isi dari dokumen kualifikasi yang diunggah oleh PT. Mitha Sarana 

Niaga pada LPSE, ditemukan bahwa Daniel Riandy Darmawan Panggabean menjabat 

sebagai Komisaris dari PT. Mitha Sarana Niaga. Selain menjabat sebagai Komisaris 

pada PT. Mitha Sarana Niaga ditemukan fakta pada dokumen kualifikasi yang 

diunggah oleh PT. Razasa Karya, Daniel Riandy Darmawan Panggabean juga menjabat 

sebagai Direktur. Adanya rangkap jabatan tentu saja melanggar Pasal 7 Ayat (2) 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

mengenai Etika Pengadaan Barang/Jasa.
2
 Dan adanya rangkap jabatan personil inti dari 

perusahaan yang sama-sama mengikuti tender tersebut tentu pula melanggar ketentuan 

Pasal 26 Undang-Undang No 5 Tahun 1999.  

Dalam kasus ini, PT Mitha Sarana Niaga dan PT Razasa Karya memang menyewa 

pada kedua perusahaan Asphalt Mixing Plant (AMP) yang berbeda yaitu PT Mitra 

Engineering yang bekerja sama dengan PT Mitha Sarana Niaga kemudian PT Tulung 

Agung yang bekerja sama dengan PT Razasa Karya. Jika melihat hal tersebut tentu saja 

telah sesuai dan tidak melanggar persyaratan karena perusahaan yang menyewakan alat 

konstruksi tersebut berbeda, akan tetapi ditemukan bukti dalam dokumen penawaran 

bahwa Notaris yang mengesahkan perjanjian sewa menyewa kedua perusahaan tersebut 

adalah Notaris yang sama. Hal ini dibuktikan dengan nomor legalisasi perjanjian sewa 

peralatan antara PT Mitha Sarana Niaga dengan PT Mitra Engineering yang disahkan 

oleh Notaris Dian Hendrina Rismouli Sitompul dengan legalisasi Nomor: 44/DS/Leg-

I/2018, lalu pada PT Razasa Karya dengan PT Tulung Agung perjanjian sewa peralatan 

tersebut disahkan oleh Notaris Dian Hendrina Rismouli Sitompul dengan legalisasi 

Nomor: 43/DS/Leg-I/2018.  

Itemukan fakta bahwa dalam perjanjian sewa menyewa alat antara PT Mitha Sarana 

Niaga dengan PT Miduk Arta diketahui bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki 

alamat yang sama yaitu di Jalan Sisingamangaraja KM. 6,3 No. 40, Medan. Selain itu 

dari pemeriksaan dokumen perjanjian sewa alat PT Miduk Arta, diketahui bahwa 

perusahaan tersebut juga memberikan dukungan alat kepada PT Razasa Karya. Selain 

itu, ditemukannya fakta bahwa Daniel Riandy Panggabean yang menjabat baik sebagai 

Komisaris PT Mitha Sarana Niaga maupun Direktur pada PT Razasa Karya adalah 

keponakan dari Raja Pangihutan Sirait yang menjabat sebagai Direktur Utama PT 

Miduk Arta semakin memperkuat keyakinan bahwa terdapat adanya hubungan 

kekerabatan di antara kedua belah pihak yang tentu menimbulkan adanya persaingan 

semu pada proses pelelangan tender ini. 

                                                             
2
 Dalam Penjelasan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (2) huruf a 

menerangkan bahwa untuk mencegah dan menghindari pertentangan kepentingan para pihak yang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka Direksi, Dewan Komisaris atau personil inti pada 

suatu badan usaha dilarang merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris atau personil inti pada suatu 

badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama. 
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Berdasarkan dokumen permohonan Surat Keterangan Dukungan Keuangan, 

Perusahaan yang memiliki dukungan keuangan dari Bank yang sama yaitu dari Bank 

Bukopin, terdapat 3 (tiga) peserta yaitu PT Gunung Mega Jaya, PT Mitha Sarana Niaga 

dan PT Razasa Karya. Format permohonan surat dukungan keuangan dari bank sendiri 

tidak memiliki format baku, akan tetapi pada format permohonan dukungan keuanngan 

bank PT Mitha Sarana Niaga dan PT Razasa Karya memiliki kesamaan khususnya pada 

penggunaan jenis huruf yang berbeda pada kalimat “Jl. Busi Dalam No. 7F Medan” 

sehingga membuktikan bahwa dokumen tersebut disiapkan oleh orang yang sama atau 

adanya kerjasama antara kedua perusahaan tersebut. 

Dalam Pedoman Pasal 22 dijelaskan bahwa unsur bersekongkol memiliki beberapa 

indikator
3
 dan lebih lanjut akan dianalisis berdasarkan kasus persekongkolan antara PT 

Mitha Sarana Niaga dengan PT Razasa Karya pada proses tender proyek pembangunan 

jalan akses jalan Bandara Sibisa. Pada proses pelaksanaan tender untuk proyek 

pembangunan jalan akses Bandara Sibisa ini ditemukan adanya komunikasi dan 

kerjasama antara PT Mitha Sarana Niaga dengan PT Razasa Karya sebagai peserta 

yang sama-sama mengikuti proses lelang tender tersebut. Hal ini diperkuat dengan 

contoh yaitu rangkap jabatan oleh Daniel Riandy Darmawan Panggabean selaku 

Komisaris PT Mitha Sarana Niaga dan juga Direktur PT Razasa Karya. Fakta tersebut 

tentunya bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No 5 Tahun 

1999, yang pada salah satu poin dijelaskan bahwa dilarangnya seseorang untuk 

menduduki jabatan sebagai Komisaris ataupun Direksi pada satu perusahaan yang 

kemudian seseorang tersebut menduduki jabatan Komisaris atau  Direksi pada 

perusahaan lain dan berada pada pasar yang sama dan kemudian menciptakan monopoli 

yang akhirnya menimbulkan persaingan tidak sehat.
4
 Adanya kerjasama ini tentunya 

bertujuan untuk mengatur salah satu dari mereka agar dapat memenangkan tender 

sedangkan kompensasi untuk pihak yang mengalah diperjanjikan menjadi pihak 

pemenang cadangan.  

Pada penjelasan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang 

menjabarkan adanya jenis-jenis persekongkolan, kerjasama antara PT Mitha Sarana 

Niaga dengan PT Razasa Karya pada saat mengikuti proses tender yang sama termasuk 

dalam jenis persekongkolan horizontal di mana terdapat kerjasama antar sesama pelaku 

usaha yang mengikuti tender yang sama. Kerjasama kedua pelaku usaha tersebut 

dengan POKJA termasuk dalam kategori persekongkolan vertikal karena terjadi antara 

pelaku usaha atau lebih dengan panitia tender. Selain kerjasama antara kedua pelaku 

usaha tersebut, adanya tindakan penyesuaian dokumen antara pihak PT Mitha Sarana 

Niaga dengan PT Razasa Karya menjadi bukti konkret bahwa telah terjadi 

persekongkolan antara kedua belah pihak untuk memenangkan tender tersebut. Salah 

satu contohnya adalah dengan adanya format yang sama pada Surat Keterangan 

Dukungan Keuangan serta kesamaan metadata dalam dokumen penawaran yang 

ditawarkan oleh kedua pelaku usaha tersebut sudah cukup membuktikan bahwa adanya  

perilaku untuk menyesuaikan dokumen tersebut dengan peserta lain. 

 

 

 

                                                             
3
 Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha 2009, hal. 13. 
4
  Penjelasan pada Pasal 26 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 
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PENUTUP 

 

1. Kesimpulan  

Alam proses penentuan pemenangan tender Proyek Pembangunan Jalan Akses 

Bandara Sibisa Sumatera Utara ditemukan banyak bukti-bukti yang mengarahkan 

bahwa dalam penentuan pemenangan tender tersebut telah diatur, sehingga PT 

Mitha Sarana Niaga dan PT Razasa Karya dapat dimenangkan sebagai pemenang 

tender oleh POKJA walaupun banyak ditemukan unsur kerjasama yang dilakukan 

oleh keduanya dalam dokumen penawarannya, serta pemberian kesempatan esklusif 

oleh POKJA kepada PT Mitha Sarana Niaga pada tahapan evaluasi yang semakin 

menguatkan bahwa dalam penentuan pemenangan tender ini terdapat 

persekongkolan antara POKJA dengan PT Mitha Sarana Niaga dan PT Razasa 

Karya. 

Dalam Putusan Nomor 681/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN-Mdn diketahui bahwa 

perbuatan para pihak seperti PT Mitha Sarana Niaga , PT Razasa Karya serta 

POKJA telah memenuhi unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 seperti unsur 

pelaku usaha, unsur pelaku usaha lain, unsur bersekongkol, unsur mengatur 

dan/atau menentukan pemenang tender, dan unsur dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat dalam pelaksanaan tender Proyek Pembangunan Jalan 

Akses Bandara Sibisa Sumatera Utara. 

2. Saran 

Para pelaku usaha diharapkan untuk dapat bersaing secara sehat dalam 

menjalankan kegiatan usahanya agar tidak menimbulkan persaingan usaha yang 

tidak sehat.  

POKJA sebagai pihak penyelenggara dalam pengadaan tender diharapkan agar 

lebih netral dan tidak memihak pada salah satu peserta agar pelaksanaan tender ini 

terhindar dari persaingan tidak sehat yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 

1999.  Bahwa perlu ada pembinaan terhadap panitia lelang yang telah terbukti 

melakukan praktek diskriminasi terhadap peserta tender. 
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